
 

 
 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR 36 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang  : 

 

 

 

 

 
Mengingat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk memberikan petunjuk bagi Kepala Satuan 

Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar 

dapat mengimplementasikan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah secara efektif dan efisien sesuai 

Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah yang diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonenesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tanbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neagar 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia 

Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  

Organisasi Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  

12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 

13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 Tantang  Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Menetapkan : 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2013; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan 

Dalam Negeri Bagi Pejabat  Negara, Pegawai Negeri 

dan Pegawai Tidak Tetap; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

125/PMK.07/2009 tentang Kerja Lembur dan 

Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 377/PMK.05/2012, tentang Standar Biaya 

Tahun Anggaran 2013; 

19. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2002, tentang pedoman 

teknis pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

20. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004, Pengadaan Jasa 

Konstruksi; 

                      

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. 

 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, 

selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 

b. Penerimaan Daerah adalah  uang yang masuk ke Kas 

Daerah; 

c. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari 

Kas Daerah; 

d. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah 

yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah; 

e. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang 

melalui rekening kas umum daerah, yang menambah 

adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekeyaan bersih dalam periode tahun 

bersangkutan; 

 



f. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan; 

g. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun yang 

bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya; 

h. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai Peraturan 

Perundang– undangan; 

i. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada 

Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada 

Kepala Daerah dan membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari 

Dinas/Badan/Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD serta Lembaga Teknis yang berbentuk Kantor; 

j. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik 

Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak 

berwujud; 

k. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

selanjutnya disebut Renja SKPD , adalah Dokumen 

Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun; 

l. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode   

1 (satu) tahun; 

m. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan 

dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 

rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta 

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

APBD untuk periode satu tahun anggaran; 

n. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya  

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada 

Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang, yang juga melaksanakan 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

o. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah; 



p. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai Bendahara Umum Daerah; 

q. Pengguna Anggaran  adalah pejabat pemegang 

kewenangan Penggunaan Anggaran untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya; 

r. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik 

Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana 

yang bersumber seluruh atau sebagai dari APBD dan 

atau dari peroleh lainnya yang sah; 

s. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan barang milik daerah; 

t. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kuasa BUD adalah pejabat  yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; 

u. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi SKPD; 

v. Pemegang Barang adalah mereka yang ditugaskan 

untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan 

barang-barang milik Daerah yang diangkat dengan 

Surat Keputusan Kepala Daerah untuk masa 1 (satu) 

tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Daerah melalui atasan langsung; 

w. Pengurus Barang adalah mereka yang ditugaskan 

untuk menerima, mencatat, menghimpun dan 

melaporkan, mempertanggungjawabkan atas semua 

barang milik Pemerintah yang berada di Unit Kerja 

Masing-masing melalui atasan langsung. 

x. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 

selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 

SKPD; 

y. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD 

yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan  dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 

z. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional 

yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahaan, dan  

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah  

dalam  rangka  pelaksanaan  APBD pada SKPD; 



aa. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

unit kerja SKPD 

bb. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional 

yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan  

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD; 

cc. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan  uang untuk keperluan 

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

unit kerja SKPD; 

dd. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD  adalah tim yang dibentuk dengan 

Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 

Pejabat  Perencana Daerah, PPKD dari pejabat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan; 

ee. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun; 

ff. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 

menampung seluruh penerimaan daerah dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah; 

gg. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas 

masuk yang bersumber dari penerimaan dan 

perkiraan arus kas keluar untuk mengatur 

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai 

pelaksanaan  kegiatan dalam setiap periode; 

hh. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya  disingkat 

SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya 

dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 

penerbitan SPP; 

ii. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 



pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 

kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran; 

jj. Surat  Perintah  Pencairan  Dana    yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 

sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 

BUD berdasarkan SPM; 

kk. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah; 

ll. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara 

pendapatan daerah   dan  belanja daerah; 

mm. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah; 

nn. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari 

suatu program atau keluaran yang diharapkan dari 

suatu kegiatan; 

oo. Program    adalah    penjabaran    kebijakan   SKPD   

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih 

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan misi SKPD; 

pp. Kegiatan adalah bagian dari program yang 

dilaksanakan oleh satu atau lebih dari unit kerja 

pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 

yang berupa personil (sumber daya manusia), barang 

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber 

daya termasuk sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/jasa; 

qq. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program 

serta kebijakan; 

rr. Hasil      (outcome)    adalah   segala   sesuatu    yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program; 

ss. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program 

yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 

yang terukur. 



 

 

 
Pasal 2 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013, 

sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati 

ini. 

 
Pasal 3 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, 

Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gresik dalam melaksanakan  kegiatan agar 

berpedoman pada Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan agar setiap orang  mengetahuinya, 

memerintahkan  pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten 

Gresik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Gresik 

Pada tanggal  28 Nopember 2012 

 

 

BUPATI GRESIK 

 

 

 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST. MSi 

 
 

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal  28 Nopember 2012  
                  

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK, 

 
 
  

Ir. MOCH. NADJIB, MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19551017 198303 1 005 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 775 


